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ABSTRAK

Adilah Nafisah Alfian, 04020220274, dengan judul “Delik Penghinaan
Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana ditinjau dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi”. Penulisan
ini disusun di bawah arahan Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz.,SH.,MH. selaku
pembimbing utama dan Rizki Ramadani.,SH.,MH. sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pengaturan delik
penghinaan presiden dalam KUHP Baru dan KUHP lama yang sebelumnya telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta menilai keselarasan pengaturannya
dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Metode yang digunakan
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan
metode interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan argumentasi hukum untuk
memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara KUHP Baru dan
KUHP lama lebih bersifat redaksional dan prosedural daripada perubahan
paradigmatik. KUHP Baru tetap mempertahankan inti kriminalisasi terhadap ekspresi
yang dianggap merendahkan martabat Presiden, meskipun dengan ancaman pidana
yang diturunkan (maksimal 3,5 tahun dari sebelumnya 6 tahun) dan konstruksi
sebagai delik aduan. Namun, ketidakjelasan definisi "menghina" masih menyisakan
problem konstitusional yang sama, dan pemberatan sanksi untuk media elektronik
justru menciptakan ancaman baru bagi demokrasi digital. Ditinjau dari dua belas
prinsip negara hukum demokrasi, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menunjukkan
ketidaksesuaian pada aspek-aspek fundamental: melanggar prinsip persamaan di
hadapan hukum karena menciptakan privilege khusus bagi presiden, bertentangan
dengan asas legalitas akibat norma yang kabur, membatasi kebebasan berekspresi
sebagai hak asasi manusia, melemahkan kontrol sosial dan transparansi, serta
mengabaikan otoritas putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan reorientasi paradigmatik dalam
pembentukan hukum pidana dari model represif menuju model yang melindungi hak
konstitusional warga negara. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum
remedium, bukan primum remedium, dan harus selaras dengan prinsip negara
hukum demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai pilar utama kontrol
publik terhadap kekuasaan.

Kata kunci: Delik Penghinaan Presiden, KUHP Baru, Negara Hukum
Demokrasi, Kebebasan Berekspresi, Mahkamah Konstitusi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan satu
kesatuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Negara, yaitu presiden,
yang memegang tanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan
dalam satu wilayah berdaulat berbentuk republik. Seluruh sistem
kenegaraan Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan
Ketentuan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945). Keberhasilan suatu negara dalam
mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita sebagaimana tercantum
dalam konstitusi sangat beruntung pada kemampuan dan kualitas
kepemimpinan Presiden serta Wakil Presiden dalam menjalankan
fungsi pemerintahan dan mengarahkan penyelenggaraan negara agar
tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan semangat
persatuan bangsa.

Presiden Republik Indonesia menempati kedudukan yang
sangat strategis dan Istimewa dalam sistem ketatanegaraan, karena
selain berperan sebagai kepala negara, Presiden juga menjalankan
fungsi sebagai kepala pemerintahan. Dalam kapasitas tersebut,
Presiden memegang jumlah hak prerogatif yang bersifat konstitusional

dan tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Oleh sebab itu, tindakan
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yang dianggap merendahkan atau menyerang kehormatan Presiden
sering dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencederai wibawa
lembaga keprisidenan sekaligus martabat negara.! Ketentuan hukum
mengenai penghinaan terhadap Presiden pada dasarnya dirancang
untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial dalam kehidupan
bernegara. Namun demikian, penerapan aturan tersebut sering menuai
perdebatan karena dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan
berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, terutama ketika batas antara
kritk yang sah dan penghinaan bersifat kabur dan menimbulkan
potensi penyalah gunaan wewenang.

Dalam perspektif normatif, penelitian ini bersifat yuridis yang
mengandalkan analisis dokumen hukum, Undang-Undang, dan
yurisprudensi untuk mengeksplorasi kesusaian Pasal 218 dan 219
dengan prinsip konstitusional. Sebagai negara dengan mayoritas
Muslim, Indonesia juga dapat merujuk pada nilai-nilai islam yang
menekankan penghormatan terhadap pemimpin sambil menjunjung
keadilan.

Padal Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman:

[

(s VT e 38 00 » o2 2 % 3 Tl Tigd b B 185 0 uall 8

+ % s - G710 d gt 837 =, 5 .’.E s 2,
D OMRS  Tes AT OL A 5305 go5anl] sl 5a 1dae
Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu

penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak)

" Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan
Wakil Presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang. Jurnal llmu Hukum, 3(9), him 20
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Dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil)
itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan™

Makna ayat tersebut Menegaskan bahwa perasaan benci
terhadap suatu kelompok tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku
tidak adil. Keadilan harus ditegakkan kepada semua orang tanpa
memandang suku, agama, ras, karena keadilan itu lebih dekat kepada
ketakwaan kepada Allah SWT.

Setiap pengaturan pidana terhadap serangan atas kehormatan
Presiden atau Wakil Presiden perlu diseimbangkan dengan kebebasan
berekspresi agar tidak mematikan kritik kebijakan yang sah dalam
demokrasi konstitusional. Hal ini penting karena demokrasi menuntut
ruang diskursus yang luas, sementara perlindungan martabat jabatan
juga merupakan kepentingan negara. Undang—-Undang No 1 Tahun
2023 melalui pasal 218 dan 219 memulihkan kriminalisasi dengan
ancaman pidana dan menampatkan sebagai delik aduan yang
dikecualikan, untuk kepentingan umum dan pembelaan diri.3 Karena
itu, fokus kajian diarahkan untuk menilai proporsopnalitas dan
kepastian batas antara kritik sah dan serangan terhadap martabat

jabatan.

2 Al-Qur'an Surah Al-Ma’idah Ayat 8

3 Utami Argawati. (2024, 15 oktober) Menguji Konstitusionalitas Pasal Penghinaan
Presiden. Berita MKRI. diakses 11 oktober 2025. https://www.mkri.id/berita/menguiji-
konstitusionalitas-pasal-penghinaan-presiden--21704.
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Pengaturan pidana yang kembali hadir dalam KUHP baru perlu
diuji kesesuainnya dengan standar negara hukum demokratis yang
menempatkan kebebasan berpendapat pilar. Penalaran ini relevan
sebab pejabat publik semestinya memiliki ambang toleransi kritik yang
lebih tinggi dibanding warga biasa. Riwayat pembatalan pasal serupa
oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 menunjukkan sensinitif norma ini
terhadap hak-hak konstitusional.* Dengan demikian, analisis normatif
harus menakar apakah desain barunya mengatasi problem
konstitusional terdahulu.

Norma Pasal 218 ayat (1) mengancam perbuatan menyerang
kehormatan atau harkat dan maratabat di muka umum, sedangkan
ayat (2) mengecualikan perbuatan untuk kepentingan umum atau
pembelaan diri.> Penekanan ini dirancang agar kritik kebijakan yang
konstruktif tetap terlindungi. Materi dan penjelasan pemerintah
menegaskan makna kritik yang menyertakan argumentasi, alternatif
dan obyektivitas. Dengan begitu, batas ruang aman ekspresi publik
dibangun dalam teks hukum meski berpotensi menimbulkan tafsir
beragam.

Pasal 219 memperluas jangkauan ke penyiaran tulisan atau

gambar, termasuk melalui sarana teknologi informasi, dengan maksud

4 Mahkamah Konstitusi RIl, Putusan Nomor 013/022 tentang KUHP (Pengujian Materi
Pasal Penghinaan Presiden)

5 Partisipasiku (BPHN). (2023, 10 Februari) Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden
dan  Wakil  Presiden Pada RUU KHP. diakses 11 oktober 2025
https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-dan-

wakil-presiden.
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agar isi diketahui umum. Perluasan ini dirasionalisasi oleh perubahan
lanskap komunikasi publik yang didominasi platform digital.® Uraian
resmi menunjukkan bahwa penyebar luasan konten penghinaan
melalui media elektronik termasuk dalam cakupan larangan.
Konsekuensinya, ranah siber menjadi medan utama pengujian batas
antara kritik dan serangan martabat jabatan.

Status delik sebagai delik aduan dimaksudkan untuk mencegah
over enforcement dan menjaga agar penegakan hanya berlangsung
jika terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Rasionalisasi
ini memperkecil risiko poltisasi oleh pihak ketiga. Materi BPHN
menegaskan delik ini tunduk pada mekanisme pengaduan menurut
pasal terkait dalam KUHP baru. Oleh karena itu, desain prosedural
memberi saringan awal sebelum proses pidana bergulir.

Kritik yang dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat
dan disampaikan secara argumentatif dirancang tidak termasuk
serangan kehormatan, sehingga ruang pengawasan warga atas
kebijakan tetap terbuka. Alasan ini sejalan dengan kebutuhan
deliberasi publik yang sehat.” Penjelasan resmi memberikan contoh
bahwa kritik dapat berupa pembukaan kesalahan, anjuran perubahan,
hingga usulan penggantian dengan tata cara konstitusional. Dengan
demikian, ketentuan mencoba menormalisasi kritik sebagai bagian

integral demokrasi.

& Utami Argawati (2024, 15 oktober ) Op. Cit.
7 Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. Pandecta Research Law Journal, 15(2)
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Kendati demikian, garis batas antara kritik sah dan penghinaan
personal berpotensi kabur dalam praktik, sehingga memerlukan
pedoman interprestasi yang dapat diterapkan konsisten. Kebutuhan ini
munul untuk mencegah efek gentar yang mengurangi partisipasi
warga. Diskursus kebijakan dan advokasi publik menunjukkan
kekhawatiran terhadap risiko kriminilasasi ekspresi politik.2 Dengan
demikian, kejelasan unsur perbuatan dan mens rea menjadi
penyangga utama legitimasi penegakan.

Sejarah pembatalan pasal penghinaan Presiden KUHP lama
oleh Mahkamah Konstitusi menjadi cermin evaluatif atas risiko
pelanggaran hak konstitusional. Pertimbangan ini relevan karena isi
yang dipersoalkan serumpun meski redaksi kini berbeda. Putusan 013-
022/PUU/2006 menyatakan normal lama bertentangan dengan UUD
1945 karena menghambat kritik.° Maka, desain baru harus
menunjukkan perbedaan substansial yang mengatasi kelemahan
normatif terdahulu.

Proses uji konstitusionalitas mutakhir terhadap pasal 218 dan
219 memperlihatakan pentingnya diuji proporsionalitas untuk menilai

kesusaian pembatasan hak dengan tujuan perlindungan martabat

8 CR 31. (2025, 16 maret) Eksistensi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru.
Hukumonline diakses tanggal 1 oktober 2025.
https://www.hukumonline.com/berita/a/eksistensi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-
kuhp-baru-1t67d627741f920/.

® Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 013/022 tentang KUHP (Pengujian Materi
Pasal Penghinaan Presiden)
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jabatan.’® Alasan ini krusial agar pembatasan hak tidak bersifat
eksesif. Agenda dan dokumen resmi memperinci isu pokok sengketa,
termasuk ambang unsur dan lingkup pengecualian. Dengan demikian,
arah penafsiran konstitusional akan membentuk standar operasional
penegakan ke depan.

Interaksi dengan peraturan ekspresi lain, seperti UU ITE,
menimbulkan potensi tumpang tindih yang memperbesar risiko
kriminalisasi berganda terhadap satu pernyataan. Rasionalisasi kehati-
hatian muncul dari pengalaman penegakan di ruang digital. Analisis
kebijakan menekankan perlunya harmonisasi revisi UU ITE 2024
dengan KUHP 2023 merespons putusan-putusan MK soal ekspresi."
Dengan demikian, sinkronisasi menjadi prasyarat menjaga
keseimbangan hak dan kewibawaan institusi.

Fokus pengaturan diklaim melindungi martabat jabatan sebagai
lembaga, bukan pribadi, sehingga secara teori kompatibel dengan
prinsip akuntabilitas pejabat terpilih. Alasan ini sejalan dengan praktik
demokrasi yang menempatkan pemegang jabatan pada posisi terbuka

terhadap kontrol publik. Sumber akademik menyoroti penegasan

0" Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 3 januari) MK Gelar Sidang
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap UUD
1945. Berita Mahkamah Konstitusi. diakses 12 Oktober 2025,
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press 1735903127 d6338
b25c514bc866faf.pdf.

" ICJR. (2025, 29 april). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong,
Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK
tentang Kebebasan Berekspresi. Institute Criminal Justice Reform. diakses 12 Oktober
2025, https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-
penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-
tentang-kebebasan-berekspresi/.
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tersebut dalam penjelasan pasal dan artikel ilmiah. Karena itu,
pembacaan sistematis harus memastikan bahwa orientasi

kelembagaan itu tercermin dalam praktik penegakan.

Dimensi  digital menimbulkan konsekuensi pembuktian
mengenai niat agar isi diketahui umum dan jangkauan penyebaran
melalui platform daring. Penalaran ini penting karena bukti elektronik
memiliki  karakter teknis yang memerlukan standar forensik.
Perumusan Pasal 219 dan penjelasan terkait memperlihatkan
penekanan pada penyiaran dan penyebarluasan. Dengan demikian,
kualitas pembuktian menjadi penentu adil-tidaknya penerapan norma.

Dari sisi kebijakan kriminal, prinsip ultimum remedium patut
dipertahankan agar sanksi pidana tidak menjadi respons pertama
terhnadap ekspresi yang masih masuk ranah perdebatan kebijakan.
Pertimbangan ini didukung pandangan advokasi yang mengedepankan
instrumen non-pidana. Sumber kebijakan dan analitis mengajak
preferensi pada mekanisme hak jawab, koreksi, atau sanksi etik ketika
inti masalah menyentuh reputasi personal.”> Dengan demikian,

respons hukum menjadi proporsional terhadap derajat bahayanya.

Kepastian unsur “menyerang kehormatan atau harkat dan
martabat” harus diperjelas agar tidak menyapu kritik yang keras namun

beralasan, terutama saat menyangkut kebijakan publik. Rasionalisasi

12 SHK, “5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam
RKUHP,” diakses 14 oktober 2025, https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-
menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/
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ini guna mencegah disparitas penegakan antar aparat. Penjelasan
pemerintah menyediakan definisi fungsional serta indikator kritik
konstruktif. Karena itu, pedoman operasional aparat perlu selaras
dengan penjelasan untuk menjaga konsistensi.

Standar pembatasan hak menuntut uji kebutuhan, kesesuaian,
dan proporsionalitas dalam menyeimbangkan perlindungan martabat
dengan kebebasan berpendapat. Penalaran ini berangkat dari prinsip
negara hukum demokratis. Materi resmi dan diskursus publik
menempatkan isu proporsionalitas sebagai inti sengketa. Dengan
begitu, evaluasi normatif harus menakar tujuan sah, efektivitas, dan
dampak terhadap ruang publik.

Putusan-putusan MK tentang batas penyerangan kehormatan
terhadap pemerintah/lambaga menggarisbawahi bahwa kritik terhadap
institusi merupakan bagian kebebasan berekspresi. Alasan ini
mengharuskan penafsiran pasal agar tidak menangkap kritik
institusional sebagai serangan martabat. Laporan dan ringkasan berita
hukum menampilkan arah pembacaan ini dalam putusan terkait.
Dengan demikian, penerapan Pasal 218-219 harus peka pada
pembedaan antara kritik kebijakan dan serangan pribadi.

Perbandingan dengan praktik negara lain yang melindungi
kepala negara menunjukkan pergeseran standar demokrasi modern
menjauhi kriminalisasi kritik politik. Rasionalisasi ini menegaskan posisi

Presiden sebagai pejabat terpilih dalam republik. Informasi resmi dan
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pemberitaan menempatkan isu ini dalam lanskap hak konstitusional.
Dengan demikian, legitimasi pengaturan bergantung pada
kesesuaiannya dengan nilai demokratis kontemporer.

Kekhawatiran atas efek gentar di ruang digital menuntut
kejelasan indikator pemisah antara kritik dengan niat merendahkan
pribadi, termasuk aspek gaya bahasa, konteks, dan tujuan. Alasan ini
untuk menjaga kebebasan partisipasi politik online. Penjelasan pasal
menyediakan rambu mengenai obyektivitas, alternatif solusi, dan
larangan niat merendahkan. Dengan demikian, evaluasi konten harus
mempertimbangkan konteks kommunikatif, bukan semata diksi.

Konsistensi penegakan hukum memerlukan pelatihan aparat
dan pedoman teknis pembuktian konten digital agar penilaian tidak
subjektif. Rasionalisasi ini penting untuk mencegah disparitas dan bias
penegakan. Sumber kebijakan dan analitis mengingatkan risiko
overcriminalization tanpa standar yang jelas. Karena itu, penyusunan
SOP pembuktian harus menjadi prioritas sebelum penegakan luas
dilakukan.

Penelitian ini menempatkan penguraian norma, penjelasan
resmi, uji konstitusionalitas, dan interaksi dengan regulasi digital
sebagai fokus kajian untuk menilai keselarasan dengan prinsip negara
hukum demokrasi. Dan berdasarkan berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan ketentuan mengenai penghinaan dan penyerangan

terhadap harkat serta martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 218 dan 219

KUHP baru, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam agar

masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai bentuk-

bentuk penghinaan dan penyerangan martabat Presiden maupun

Wakil Presiden yang dimaksud. Dengan demikian, hasil penelitian ini

diharapkan menawarkan parameter penerapan yang menjaga

martabat jabatan sekaligus melindungi kebebasan berpendapat. Maka

berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk

menulis mengenai “DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI

PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRASI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiamanakah perbandingan antara delik penghinaanbpresiden
dalam KUHP baru dengan KUHP lama yang telah dibatalkan
Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana delik penginaan Presiden dalam KUHP ditinjau dari
prinsip-prinsip negara hukum demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan esensial antara
delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru dengan KUHP lama

yang telah dibatalkan Mahkamah konstitusi
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pasal 218 dan 219
KUHP baru menyeimbangkan antara perlindungan martabat
Presiden dengan jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  berkontribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan hukum pidana dan tata hukum indonesia khususnya
mengenai mekanisme perlindungan martabat Presiden dan
kebebasan berpendapat, melalui perspektif negara hukum
demokratis.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti

Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang pengaturan
hukum delik penghinaan Presiden di KUHP baru dan
perbedaannya dengan KUHP lama.
b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memjadi referensi bagi pembuat kebijakan,
apparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas
dalam memahami implementasi pasal penghinaan Presiden
agar tidak menyalah gunakan aturan tersebut sehingga

mendukung penegakan hukum adil dan demokratis.
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